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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR    21    TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi pemerintahan pada 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah 

ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan 

Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 

Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; 
 

b. bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam 

implementasi akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual, maka Peraturan Gubernur sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu dilakukan 

penyempurnaan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara 

Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
 

S A L I N A N 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 

2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2083); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur 

Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 

13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 

Nomor 30), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 20 April 2020 
 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

 

          ttd 

 

  IRIANTO LAMBRIE 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 20 April 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 

 

       ttd 

 

    SURIANSYAH 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

Plt. Kepala Biro Hukum 

 

 

 

 

TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si. 

NIP. 19760116 200212 1 006 
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